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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  218/PMK.05/2013     
TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 Menimbang : a.   bahwa dalam rangka penyelarasan Sistem Akuntansi 
Utang Pemerintah yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 249/PMK.05/2012 dengan 
ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 171/PMK.05/ 2007 tentang Sistem 
Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, 
dipandang perlu mengatur kembali ketentuan 
mengenai Sistem Akuntasi Utang Pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem 
Akuntansi Utang Pemerintah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/ 
2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
233/PMK.05/2011; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM 

AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAUP 
adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi yang 
meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, 
serta pelaporan posisi dan operasi utang pemerintah. 

2. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang 
diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda 
berdasarkan dokumen sumber yang sama. 

3. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip 
data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang 
berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya. 

4. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 
perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis 
untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta 
pembukuan, dan pelaporan keuangan pemerintah. 

5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun 
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

6. Utang Bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar 
yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan 
sebagai bagian dari Kewajiban yang berkaitan. 
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7. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum 
negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

8. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto 
selama umur utang pemerintah. 

9. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini 
kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity 
value), karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga 
efektif. 

10. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. 

11. Premium adalah jumlah selisih lebih antara present value dengan 
maturity value, karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat 
bunga efektif. 

12. Tunggakan adalah jumlah Kewajiban terutang karena 
ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya 
sesuai jadwal. 

13. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk 
menghasilkan data akuntansi. 

14. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu 
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

15. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa 
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas 
laporan keuangan. 

16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah 
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, 
transfer, surplus/defisit dan Pembiayaan, sisa lebih/kurang 
Pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 

17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 
pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

18. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK 
adalah bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan yang 
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menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan 
dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat 
utang negara dan surat berharga syariah negara. 

20. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat 
berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah 
maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya 
oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. 

21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau 
dapat disebut sukuk negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan 
prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset 
SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 

22. Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang 
asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. 

23. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang 
melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan 
pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu bendahara 
umum negara dan melakukan penggabungan Laporan Keuangan 
seluruh unit akuntansi pembantu bendahara umum negara. 

BAB II 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN UTANG 
Pasal 2 

(1) SAUP merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Bendahara 
Umum Negara (SA BUN). 

(2) SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Laporan 
Keuangan berupa LRA, Neraca, dan CaLK. 

(3) SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), yang diintegrasikan 
dengan sistem analisis dan manajerial utang. 

(4) SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai 
dengan modul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(5) Dalam rangka pelaksanaan SAUP sebagaimana dimaksud pada           
ayat (4), DJPU membentuk unit akuntansi yang terdiri atas: 
a. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN); 

dan 
b. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum 

Negara (UAKPA BUN). 
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Pasal 3 
(1) Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen DJPU bertindak sebagai 

UAKPA BUN. 
(2) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. memproses Dokumen Sumber transaksi keuangan atas penerimaan 
dan pengeluaran utang, pembayaran bunga dan biaya utang 
lainnya. 

b. menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK setiap bulan 
kepada UAP BUN. 

(3) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
dirinci lebih lanjut sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
terdiri dari: 
a. LRA; dan  
b. Neraca. 

(5) Setiap bulan, UAKPA BUN melakukan Rekonsiliasi atas Laporan 
Keuangan dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah. 

(6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam 
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 

Pasal 4 
(1)  DJPU bertindak sebagai UAP BUN dan Entitas Pelaporan. 

(2) UAP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan: 
a. penggabungan Laporan Keuangan UAKPA BUN; 
b. penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAP BUN berdasarkan 

hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a;  

c. penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAP BUN sebagaimana 
dimaksud pada huruf b beserta ADK kepada UABUN setiap 
triwulanan, semesteran dan tahunan. 

(3) Setiap semesteran dan tahunan, UAP BUN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan dengan 
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB. 

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 
BAR. 
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